
Menimbang:

Mengingat:

BUPATI TORA.'A UTARA
PROVNTSI SI'LAWESI SELATAII

PERATURAN BUPATI TORA"IA UTARA
NOMOR to tRgUN aO 79

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN S?UISTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESI\

BUPATI TORAJA UTARA,

bahwa prevalet*i stunting di Kabupaten Toraja Utara
masih cukup tinggi, sehingga untuk mewujudkan
sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan
produktif perlu dilakukan percepatan penurunan
stunting secara holistik, integratif, dan berkualitas
melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi diantara
perangkat daerah, pemerintah lembang dan pemangku
kepentingan;
bahwa dalam rangka memberikan ara.han, landasan
dan kepastian hukum dalam melakul.an percepatan
penurunan shtnting, perlu mengatur mengenai
percepatan penurunan stunting di Kabupaten
Toraja Utara;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2)

Peraturan Presiden Nomor 72 TahurL 2021 tentang
Percepatan Penurunan Sfunting, Pemerintah
Daerah/Pemerintahan Desa melaksanakan program
dan kegiatan percepatan penurunan sturting;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, periu
menetapkan Peraturan Bupati tentatg Percepatan
Penurunan Shmting.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Tora.ja Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan (lrmbaran Negara Reprrblik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan krnbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4874);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Nelgara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
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kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa l<ali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahurr 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Keq'a Menjadi Undang-Undang (lr:mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Notnor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentalg
Percepatan Penurunan Stunting (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2I Nomor l72l;

5. Peraturan Kepala Badan Kependudukar,. dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka
Shmting Indonesia Tahun 2O2l - 2024 {Beita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

6. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun
2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022
Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG
PENURUNAN S?UITflNG.

PERCEPATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud rlengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaal urusan pemerintahan ).ang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

Dewan Perwakilan Rakyat Dae,rah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

5. Pemerintah Lembang/Kelurahan adalah Kepala
Lembang/Lurah, dibantu perangkat
Lembang/Kelurahan sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan lembang/ Kelurahan.

6. Pemberdayaan Kesejahteraan Keiuarga selanjutnya
disingkat PKK adalah Organisasi Kemasyarakatan yang
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memberdayakan perempuan untuk turut berpartisipasi
dalam Pembangunan Indonesia.

7. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan
perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan
infeksi berulang, yang ditandai dengan. panjang atau
tinggi badannya berada di bawah standar sebagaimana
ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusarl
pemerintahan di bidang Kesehatan.

8. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yanlg dilaksanakan
untuk mengatasi penyebab langsung terjrrdinya Stunting.

9. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yanl; dilaksanakan
untuk mengatasi penyebab tidak langsung teqiadinya
Sfiinting.

lO. Tagging adalah penandaan anggaran ya:eg mendukung
Percepatan Penurunan Stunting.

11. Perubahan perilaku adalah sebuah resp()ns atau reaksi
seseorang terhadap stimulus (rangsang;an dari luar).
Perubahan perilaku merupakan salah satu Bidang
dalam struktur Tim Percepatan Penurunan *unting
Kabupaten dan salah satu tujuan utama dari kampanye
Percepatan Penurunan Sturting.

12. Basis Data Perencanaan adalah basis data yang
digunakan dalam penyusunan perencanaan.

13. Knouledge Managem.erx atau Manajemerr Pengetahuan
adalah pengelolaan berbagai pengr:tahuan dan
pengalaman praktik baik (inovatif, i:nspiratif, dan
replikatif) dalam penan ganan Stunting, yang selanjutnya
dapat menjadi masukan dalam upal'a Percepatan
Penurunan Sfurting.

14. Kurang Energi Kronis adalah keadaan dimana ibu
menderita kejadian kekurangan kalori dan protein
(malnutrisi) yang mengakibatkan timbulnya gangguan
kesehatan pada Wanita Usia Subur pada:bu hamil.

15. Percepatan Penurunan Shmting adalah setiap upaya
yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi
Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik,
integratif, dan berkualitas melalui kerja sama
multisektor di pusat, daerah, dan desa.

16. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan
pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting,
mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan
yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil
tindakan sedini mungkin.

17. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan
antara target dan capaian pelaksanaa:n Percepatan
Penurunan SturXing.

18. Pemangku Kepentingan adalah orzrng perseorangan,
masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha,

3



media massa, organisasi masya-rakat sipil, perguruan

tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agarrra, dan mitra
pembangunan yang terkait dengarr Percepatan

Penurunan Stunting.
19. Badan Kependudukan dan Keluargg Berencana

Nasional yang selanjutnya disebut lladan adalah
lembaga pemerintah non kementerian yang

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
pengendalian penduduk dan penyelenggilraan Keluarga

Berencana.
20. Konuergensi adatah pendekatan penyampraian intervensi

yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan
bersama-sama untuk mencegah stunting kepada
sasaran prioritas dengan menyelaraskan perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan
pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkat
pemerintahan dan masyarakat.

21.Rumah Desa Sehat adalah sekretariat bersama yang
berfungsi sebagai ruang belajar bersa:na, penggalian

aspirasi, aktivitas kemasyarakatan, alises informasi,
serta forum masyarakat peduli kesehatam dan stunting.

22. Kampung Keluarga Berkualitas yan.g selanjutnya
disebut Kampung KB adalah kampurrg atau setara
l,embang yang di dalamnya terdapat kegiataa program
Keluarga Bangga Kencana (pembangtrnan keluarga,
kependudukan, dan keluarga berencana) dan program
lainnya yang bertuj uan untuk meningl<atkan kualitas
hidup manusia di wilayah tersebut.

23. Pekarangan Pangan kstari adalah kegiatan yang
dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara
bersama-sama mengusahakan laha.:r pekarangan
sebagai sumber pangan secara berkeJ.anjutan untuk
meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan
pemanfaatan serta pendapatan.

24. Rumah gtzi adalah rumah pemulihan gizi yang
merupakan pusat rehabilitasi gizi ya:rg dibentuk di
masing-masing kelurahan, lembang .yang berfungsi
untuk mempercepat penurunan stunting.

25. Dapur Sehat Atasi Stunting yang selanjutnya disingkat
Dashat merupakan kegiatan pemberdayrtan masyarakat
dalam upaya pemenuhan gizi seimban;g bagi keluarga
berisiko shtnting melalui sumber daya lokal yang
dipadukan dengan sumber daya/kontr.r.busi kemitraan
lainnya.

26. Kader Pembangunan Manusia yarLg selanjutnya
disingkat KPM adalah kader masyarakat terpilih yang
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mempunyai kepedulian dan bersedia nrendedikasikan
diri untuk ikut berperan dalam pembangunan

manusia di desa/lembang terutama dalam monitoring
dan fasilitasi konvergensi penanganan stunting.

Pasal 2
Peraturan Bupati ini dimalsudkan sebagai p,edoman dalam
menyelenggarakan Percepatal Penuruna.rL Stunting di
Daerah secara konuerger*i dan terintegrasi dengan
pelaksanaan Percepatan Penurunan St'wting secara
nasional.

Pasal 3
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. mewujudkan konvergensi program kegiatan di

perangkat daerah dalam Percepatal Penurunan
Sh.mting;

b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Percepatan
Penurunan Stunttng;

c. meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan
untuk melaksanakan upaya Percepatan Penurunan
Sturting; dan

d. meningkatkan dan memperkuat koordinasi dan
konsolidasi antar sektor dan pemangku kepentingan
baik tingkat Daerah, Kecam atan, dan
Lembang/ Kelurahan dalam rangka memf'ercepat upaya
Percepatan Penurunan Sfunting.

Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. penyelen ggaraan Percepatan Penurunan Shtnting;
b. koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan

Sturting;
c. pemaltauan, evaluasi dan pelaporan; dan
d. pendanaan.

BAB II
PEI\TYELENGGARAAN PERCEPATITN

PENURUNAN STUITflNG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5
(1) Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Sturtirq di

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
dilakukan dengan:
a. pelaksanaan program dan kegiatal Percepatan

Penurunan Stunting; dan
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b. pelibatan kementerian/lembaga, pemerintah
provinsi, pemerintah lembang clan pemangku

kepentingan.
(2) Penyelenggaraan Percepatan Penunlnan Shnting

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a. menurunkan prevalensi Stunting;
b. meningkatkan kualitas penyiaprrn kehidupan

berkeluarga;
c. menjamin pemenuhan asuPan gizi;
d. memperbaiki pola asuh;
e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan

kesehatan; dan
f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

(3) Penyelenggaraan Percepatan Penurun,an Stunhng di
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat {21 dilaksanakan untuk mencapa.i target tujuan
pembangunan berkelanjutan.

(4) Pencapaian target tujuan pembanguna:r berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
melalui pencapaian target Daerah pre'ralensi Shnting
yang diukur pada anak berusia dibawah 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Program dan KegieLtan

Pasal 6
(1) Dalam rangka pencapaian target Da(:rah prevalensi

Shmting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4)

ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar
l4o/o (empat belas persen) pada tahun 2Ct24.

(2) Target antara prevalensi Shmting sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dijabarkan rlalam sasaran,
indikator sasaran, target dan tahun pencapaian,
penanggung jawab, dan perangkat daerah/pihak
pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran
dan merupakan bagran tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(3) Target Daerah prevalensi Stunting dalarn kurun waktu
tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi
pencapaian target antara pada tahun 2024
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7
(1) Target tujuan pembangunan berke lanjutan pada

tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar
daiam Strategi Daerah Percepatan Penurunan Stunttng.

(2) Pilar dalam Strategi Daerah sebagairriana dimaksud
pada ayat (l ) meliputi:
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Pasal 8
Dalam pelaksanaan Pilar Strategi Daerah Percepatan
Penurunan *unting sebagaimana dimaksutl dalam Pasal 7

dilaksanakan Rencana Aksi yang paling sedikit mencakup:
a. penyediaan data berisiko shnting;
b. pendampingan keluarga berisiko stunting
c. pendampingan semua calon pengantin/ calon Pasangan

Usia Subur (PUS);

d. surveilans keluarga berisiko sfitntirry; darr
e. audit kasus shtrting.

Pasal 9
Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan
Percepatan Penurunan Stunting sebagairnana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Pemerinlah Daerah dan
Pemerintah kmbang melakukan:
a. penguatan, perencanaan dan penganggaran;
b. peningkatan kualitas pelaksanaan program dan

kegiatan;
c. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi dan

pelaporan; dan
d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
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a. peningkatan Komitmen dan Visi kepemimpinan di

Pemerintah Daerah;
b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan

pemberdaYaan masYarakat;
c. peningkatan konvergensi intervensi spesilik dan

intervensi sensitif di Pemerintah Daerah dan

Pemerintah Lrmbang;
d. peningkatan ketahanan pangan dan gzi pada

tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan

e. penguata-n dan pengembangan sistem, data,

informasi, riset, dan inovasi.
(3) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan

dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian,
penanggung jawab, dan Perangkat Daerah/pihak
pendukung, uraian pilar tercantum dtrlam Lampiran
dan merupakan bagian tidak teq:isahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 10
Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan, saran, dan
rekomendasi kepada Pemerintah k:mbang dalam
perencana€rn dan penganggaran prograrn dan kegiatan
pembangunan lembang terkait Percepa.tan Penurunan
Stunting sesuai dengan ketentuan peratrtran perundang-
undangan.



Pasa] 11
(1) Penguatan p€rencanaan dan penganggaran

sebagaimana dirnaksud dalam Pasal t huruf a

dilaksanakan oleh Bupati.
(2) Pelaksanaan penguatan perenca.naan, dan

penganggaran sebagarmana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan melalui koordinasi deng:rn Pemerintah
Pusat, Pemerintah Provinsi, serta pemangku
kepentingan secara konvergen d.an terintegrasi.

(3) Pelaksanaan penguatan perenc€flaan dan
penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan dengan melakukan koordinasi yang
meliputi:
a. sinkronisasi kebijakan pembangurran nasional,

daerah provinsi, dan Daerah baik pembangunan
jangka panjang, jangka menengah, maupun
tahunan;

b. penyelarasan target pembangunar:r pemerintah
pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah
daerah; dan

c. menyepakati arah kebijakan Percepatan Penurunan
Stuntirry di Daerah.

(4) Sinkronisasi dan penyelarasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dileikukan untuk
pencapaian sasaran, prograrn, dan kegiatan serta
lokasi intervensi rencana ke{a perangkat daerah
masing-masing termasuk pemangku keperrtingan.

(5) Penyusunan Perencanaan dan .Penganggaran

Percepatan Penurunan Stunting di Daerrah dilakukan
dengan cara:
a. memprioritaskan secara spesifik upaya Percepatan

Penurunan Stunting dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

b. melakukan taSStrry anggaran intervensi spesifik,
sensitif dan koordinatif sesuai tahapan perencanaan
pembangunan regular serta sesuai jadwal yang telah
ditetapkan;

c. mengembangkan data base perencanaan; dan
d. melakukan sinkronisasi perencanaan dan

penganggaran antar Perangkat Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Tingkat
Icmbang/Kelurahan serta pemangku kepentingan
melalui Rembuk Stunting dan Musyawarah Rencana
Pembangunan serta berbagai skema perrdanaan.

(6) Mengintegrasikan Percepatan Penuru nan Slunting ke
dalam dokumen perencanaan dan p,-.nganggaran
Daerah.



(7) Integrasi sebagaimana dimaksud pada eLyat (6), meliputi:
a. intervensi spesifik dan sensitif;
b. perubahan perilaku dan pendampinlgan keluarga;

c. koordinasi dan konvergensi; dan
d. data, pemantauan, evaluasi clan krwwledge

management.
(8) Intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a

dilakukan terhadap kelompok sasaran rneliputi:

a. remaja;
b. calon pengantin;
c. ibu hamil;
d. ibu menyusui; dan
e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan)

bulan.

Pasal 12
(1) Peningkatan kualitas pelaksanaan program dan

kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf b
meliputi:
a. peningkatan kualitas pelaksaneLan intervensi

spesifik dan sensitif;
b. peningkatan kualitas pelaksanaan perubahan

perilaku dan pendampingan keluarg:r;
c. peningkatan kualitas pelaksanaan koordinasi dan

kouergensi; dan
d. peningkatan kualitas data, peman trauan, evaluasi

dan Manajemen Pengetahuan.
(2) Peningkatan kualitas pelaksanaan program dan

kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan rencanrr, terkoordinir,
tepat waktu, dan tuntas.

Pasai 13
(1) Peningkatan kualitas pelaksanaan intervensi spesilik

dan sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

ayat (1) huruf a dilakukan melalui fasilitasi penyediaan,
pendistribusian, pembinaan, dan pendimpingan yang
terstandarisasi terhadap pelaksana progreim dan
kegiatan intervensi spesifik dan sensitif di Daerah.

(2) Intervensi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
meliputi:
a. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil

Kurang En ergi Kronis;
b. pemberian Tablet Tambah Darah bagi ibu hamil;
c. pemberian Tablet Tambah Darah bagi remqja putri;
d. pemberian Air Susu Ibu Ekslusif bagr bayi 0 (nol) - 6

(enam) bulan;
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e. pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu
berkualitas;

f. pemberian pelayanan tata laksana gizi buruk;
g. pemberian makanan tambahan pada. anak balita gizi

kurang;
h. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan

Balita; dan
i. pemberian imunisasi dasar lengkap bagi Balita.

(3) Intervensi spesifik sebagaimana dimaksrrd pada ayat (2)

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yzmg membidangi
kesehatan dan didukung oleh Perangkat Daerah terkait
serta pemangku kepentingan lainnya, yang dapat
memastikan terjangkaunya semua sasaran, sesuai
standar kualitas, serta dapat dimanfaatkan kepada
sasaran penerima.

(4) Intervensi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
meliputi:
a. pemberian pelayanan Keluarga Bt:rencana pasca

persalinan;
b. menurunkan kehamilan yang tidak d.iinginkan;
c. pemeriksaan kesehatan calon Pasanlgan Usia Subur;
d. penyediaan air minum layak bagi rumah tangga di

kecamatan lokasi prioritas;
e. penyediaan akses sanitasi air layall di kecamatan

lokasi prioritas;
f. pemberian bantuan bagi Penerima Bantuan Iuran

Jaminan Kesehatan Nasional;
g. pendampingan bagi keluarga berisiko shtnting;
h. pemberian bantuan tunai bersyaral: bagi keluarga

miskin dan rentan;
i. pemberian pemahaman yang baik t,3ntang shtnting

dan upaya pencegahannya di lokasi prioritas;
j. pemberian bantuan sosial pangan bagi keluarga

miskin dan rentan;
k. fasilitasi kmbang/Kelurahan Stop Buang Air Besar

Sembarangan; dan
l. fasilitasi program Pendidikan Anak Usia Dini.

(5) Intervensi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi
masing-masing urusan dan berkoortlinasi dengan
Pemerintah Kecamatan, l,embang/Kelurahan dengan
pemangku kepentingan lainnya sehingga dapat
memastikan bahwa intervensi yang dimaksud benar
diberikan kepada penerima manfaat.

Pasal 14
(1) Peningkatan kualitas pelaksanaan perutrahan perilaku

dan pendampingan keluarga sebagaimrrna dimaksud
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dalam Pasal 12 ayal (1) huruf b, di.iakukan melalui
kegiatan:
a. fasilitasi kebljakan yang menjarnin terciptanya

lingkungan sosial politik penduktrng tercapainya
perilaku Percepatan Penurunan Shtttting;

b. fasilitasi pemanfaatan saluran media massa/media
sosial untuk mempromosikan peri)aku Percepata-n

Penurunan Stunting kepada masyartrJ<at luas;
c. fasilitasi komunikasi individu dan antar pribadi

secara strategis agar dapat mencrrpai perubahan
perilaku Percepatan Penurunan Sfurting; d.an

d. fasilitasi komunikasi antar pemangku kepentingan
secara partisipatif agar berkolaboreLsi menciptakan
lingkungan sosial yang mendukrtng Percepatan
Penurunan Stunting.

(2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksucl pada ayat (1),

Pemerintah Daerah beke4'a sama denlgan Pemerintah
Lembang dan Kelurahan melakukan kegiatan:
a. Rumah Desa Sehat;
b. KampungKB;
c. Pekarangan Pangan testari;
d. Rumah Gizi; dan
e. Dashat.

(3) Rumah Desa Sehat sglagaimana dimaksud pada
ayat (21 huruf a dilaksanakan melalui:
a. pemberian edukasi kesehatan bagi perorangan,

kelompok, atau masyarakat; dan
b. pemberian informasi tentang data kependudukan

dan Kampung KB; dan
c. pemberian pelatihan untuk membuat makanan bng:

ibu hamil dan balita dengan baharr lokal melalui
Dashat-

(4) Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf b dilaksanakan melalui:
a. pencanangan Kampung KB di lembang dan

kelurahan;
b. pembentukan kelompok kerja Kampung KB yang

mencakup 8 (delapan) fungsi keluargl yaitu agama,
sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan,
reproduksi, sosialisasi dal pendidil<an, ekonomi,
dan lingkungan; dan

c. pembentukan rumah data kependurlukan sebagai
wadah informasi di lembang dan kelurahan;

(5) Pekarangan Pangan kstari sebagaimana dimaksud
pada ayat {2\ huruf c dilaksana}an melalui
pemanfaatan pekarangan rumah dan lahan tidur
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sebagai kebun ketuarga, lahan peternakan dan
perikanan untuk pemenuhan gizi kelual'ga.

(6) Rumah Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf d dilakukan melalui pelayanan oleh Tim
Percepatan Penurunan Stuntirq berupa:
a. mengukur tinggi badan, berat badzrn dan lingkar

lengan atas balita malnutrisi;
b. memasak menu makanan bergizi;
c. mengatur pemberian makanan berl3izi pada balita

malnutrisi yang dikonsumsi secara b,ersama-sama di
rumah gizi;

d. bersama tim pendamping gizi dr:sa melakukan
konseling kepada orangtua balita malnutrisi;

e. memantau lewat dokumentasi/virleo pemberian
makan balita malnutrisi yang tidak ctatang di rumah
gizi / orangtua berhalangan ;

f. mencatat porsi makan anak tiap hari dan
permasalahannya; dan

g. mengukur kembali tinggi badan, br:rat badan dan
lingkar lengan atas balita malnutrisi setelah 30 hari
(satu siklus).

(7) Sasaran pelayanan Tim Percepatan Penurunan Stunting
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
a. catin (calon pengantin);
b. ibu hamil;
c. ibu pasca salin;
d. baduta (bayi usia dibawah dua tahur$; dan
e. bdita {bayi usia dibawah lima tahun).

(8) Tempat pelaksanaan rumah Sizi d itetapkan oleh
masing-masing Lurah dan Kepala l,emba.ng.

(9) Dashat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e

dilaksanakan melalui:
a. penyediaan makanan padat gizi deng,an bahan lokal;
b. pemberian makanan padat gjzt untuk pemenuhan

gizi kepada kelompok sasaran (ibu hamil, ibu pasca
persalinan, anak baduta dan balita);

c. penguatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIA);
dan

d. pelatihan bagi kader Dashat tentang pengolahan
bahan makanan yang sehat dengan gizi seimbang.

Pasal 15
(1) Peningkatan kualitas koordinasi datr konvergensi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
huruf c, dilaksanakan melalui 8 (delapan) aksi
konvergensi/integrasi, yakni:
a. analisis situasi;
b. rencana kegiatan;
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c. rembuk stunting;
d. penyusunan regulasi;
e. pembinaan KPM;
f. sistem manajemen data. sfitnting;
g. pengukuran dan publikasi data sfitnting; dan
h. reviu kine{a tahunan.

(2) Analisis situasi sebagaimana dimaksurl pada ayat (1)

huruf a dilaksanakan dengan melakukan identifikasi
sebaran stunting, ketersediaan program dan kendala

dalam pelaksanaan integrasi intervensi 11izi.

(3) Identifikasi sebaran stunting sebagairnana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan dengan audit kasus stunting
oleh tim teknis audit shmting.

(4) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dilaksanakan dengan menFusun rencana
kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi
intervensi gizi.

(5) Rembuk shtnting sebagaimana dimaksurd pada ayat (1)

huruf c dilaksanakan dengan mengikuti jadwal tahapan
perencanaan regular di Daerah sebagai hasil aksi
konuergensi dan terintegrasi ke dalam dokumen
perenczrnaan di Daerah.

(6) Penyusunan regulasi sebagaimana climaksud pada
ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan membuat regulasi
yang bertujuan memberikan kepastian hukum bagi
l,embang untuk menjalankan peran dan kewenangan
Lembang dalam intervensi gizi terintegrasi.

(7) Pembinaan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e dilaksanakan dengan memastil<al tersedianya
dan berfungsinya kader yang membantu pemerintah
Lembang dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi
di tingkat Lembang.

(8) Sistem manajemen data shtnting sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan
meningkatkan sistem pengelolaan data sfitnting dan
cakupan intervensi di tingkat Daerah.

(9) Pengukuran dan publikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g dilaksanakan dengan melakukan
peng-rkuran pertumbuhan dan perkerabangan anak
balita dan publikasi data angka shtnting.

(lO)Reviu kinery'a tahunan sebagaimana climaksud pada
ayat (l) huruf h dilaksanakan dengan melakukan
reuieu kineqa pelaksanaan program dal kegiatan
terkait penurunan shtnting selama 1 (satu) tahun
terakhir.
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Pasal 16
(1) Koordinasi dan konvergensi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan oleh kecamatan
dalam pembinaan dan pengawasan, pennntauan, dan

evaluasi serta peningkatan kapasitas oleh Daerah.
(2) Penilaian atas kinerja penurunan stunting melalui 8

(delapan) aksi konvergensi/integrasi Kecamatan

dilaksanakan setiap tahun dan dilakukan oleh tim
penilai percepatan penurunan shtnting yzrng ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17
(1) Peningkatan kualitas data, pemantauan, evaluasi dan

Manqjemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1) huruf d dilakukan rnelalui sistem
manajemen data terpadu.

(2) Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan berbagai pengalamarr praktik, baik
inovatif, inspiratif dan replikatif yang selanjutnya
menjadi acuan brgi kecamatan dalam Percepatan
Penurunan Shnting.

(3) Peningkatan kualitas data sebagaimana ilimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh satuan tuglas kepakaran
perguruan tinggi.

Pasal 18
(1) Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi dan

pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf c dilakukan melalui penguatan mekanisme
pemantauan dan evaluasi terpadu.

(2) Penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi
terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
secara terencana, menggunakan metode yang tepat,
memiliki periode serta bermanfaat bagr upaya
perbaikan program dan kegiatan.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah
yang membidangi perencanaan dan pembangunan
daerah setiap 6 (enam) bulan sekali dan sr:tiap tahun.

Pasal 19
(1) Peningkatan kapasitas sumber da;ya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
dilakukan melalui pelatihan dan berbagai

manusla
huruf d

bentuk
kegiatan lainnya.

(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari:
a. pelatihan bagr para anggota Tim Percepatan

Penurunan Sfunting Daerah;
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b. pelatihan bagi Fasilitator Kecamatan;
c. pelatihan bagi Tenaga Pendamping Gizi;
d. pelatihan bagi Tenaga Pendamping Keluarga;
e. pelatihan bagi Tim Asuhan Gizi; dan
f. pelatihan bagi Kader Pembangunan Manusia'

(3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) difasilitasi oleh:
a. Perangkat Daerah;
b. PKK;
c. instansi vertikal;
d. perguruan tinggi;
e. organisasi profesi; dan
f. lembaga/organisasi masyarakat.

(4) Bentuk kegiatan lain sebagaimana dirnaksud pada
ayat (1) dapat berupa:
a. seminar;
b. uorkstnp; dan/atau
c. sosialisasi.

Pasal 20
(1) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan

Stunting di Daerah, Pemerintah t)aerah dapat
melibatkan kementerian/ lembaga, pemerintah provinsi,
pemerintah kecamatan, pemerintah lemba.ng/kelurahan,
dan pemangku kepentingan.

(2) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan
Sturting sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah Daerah melakukan fasilitas,i, pembinaan,
dan pendampingan dalam hal mendororrg keterlibatan
pemerintah kecamatan, pemerintah lembang/kelurahan,
dan pemangku kepentingan dalarrr percepatan
penurunan shtnting.

(3) Pelibatan sebagaimana dimaksud perda ayat (1)

dilakukan secara konuergen d.an terintegrasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KOORDINASI PENYELENGGAR,q"C.N

PERCEPATAN PENURUNAN STUMITNG

Pasal 2 1

(1) Dalam menyelenggarakan Percepatanr Penurunan
Shtnting di Daerah, Bupati menetapkan'l'im Percepatan
Penurunan *unting tingkat Daerah.

(2) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi
penyelenggaraan Percepatan Penurun a:n Shtnting di
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tingkat Daerah dan kecamatan secara el'ektif, konvergen,

dan teriltegrasi.
(3) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat l1) terdiri atas
Perangkat Daerah dan pemangku. kepentingan,
termasuk tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan
keluarga.

(4) Susunan keanggotaan tim percepa'l:an penurunan
Sfimting sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

disesuaikan dengan kebutuhan Pemerir.tah Daerah dan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasl 22
(1) Bupati menyelenggarakan koordinasi di Daerah dalam

rangka Penyelenggaraal Percepatzm Penurunan
Shnting.

(2) Bentuk Koordinasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. rapat koordinasi;
b. surat menyurat; dan /atau
c. media teknologi, informasi dan komunikasi.

(3) Untuk peningkatan koordinasi diperlukan peran aktif
Tim Percepatan Penurunan ShtXirq tin gkat Daerah dan
kecamatan sebagai jaringan komunika.si dan bantuan
teknis dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan
Sturting.

(4) Teknis pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan
Percepatan Penurunan Stunting sebagai.mana dimaksud
pada ayat (1) dikoordinasikan oleh sekretariat tim
Percepatan Penurunan Sfurting Daerah.

Pasal 24
Koordinasi dalam bentuk surat menyurat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilaksanakan
secara administratif oleh Sekretariat 1l'im percepatan
Penurunan Stunting Daerah.
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Pasal 23
(1) Rapat Koordinasi sebagaimana dirrraksud dalam

Pasal 22 ayat (21 huruf a dilaksanakarr secara berkala
setiap 6 (enam) bulan atau berdasarkan kebutuhan.

(2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
terdiri dari:
a. rapat koordinasi tingkat Daerah yang diikuti oleh

Tim Percepatan Penurunan ffunting Daerah; dan
b. rapat koordinasi tingkat Daerah dan tingkat

Kecamatan yang diikuti oleh 1'im percepatan
Penurunan ftunting Daerah, l:ecamatan dan
lcmbang/Kelurahan.



Pasal 25
Koordinasi dalam bentuk media teknologi informasi dan

komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (21

huruf c dilaksanakan melalui media sosial, telekonferensi,
telepon atau media lainnya.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 26
(1) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan Percepatan Penurunan Shtting
dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pemantauan evaluasi dan pelaporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melibatkan Tim Pelaksana
Percepatan Penurunan Stunting Daerah.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Bidang-bidang, yang terdiri dari:
a. bidang Pelayanan Intervensi Spesifil< dan Intervensi

Sensitif;
b. bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan

Keluarga;
c. bidang Koordinasi, Konuergensi, dan Perencanaan;

dan
d. bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan Knowledge

Management.
(4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluresi oleh setiap

bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dikoordinasikan oleh Sekretaris Tim Pelaksana.
(5) Masing-masing bidang dalam melakseurakan evaluasi

sslagaimana dimaksud pada ayat [3) mempunyai
tugas:
a. melakukan validasi dan veri{ikarsi data terkait

Percepatan Penurunan Stunting;
b. melakukan evaluasi pelaksanaan Percepatan

Penurunan Shnting secara periodik; dan
c. menyusun laporan Percepatan Penurunan Shnting

per semester dan per tahun.
(6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam bentuk pertemuan dan/atau bentuk
lain paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun.

Pasal 27
(1) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 ayat (3) menyampaikan laporan capaian
pelaksanaan program dan kegiatan penurunan sfitnting
setiap 6 (enam) bulan kepada Ketua Tim percepatan
Penurunan Stunting.
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(2) Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting melaporkan
penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting
kepada Bupati selaku Ketua Tim P,:ngarah, paling
sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau
sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(3) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) kepada Gubernur.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 28
Pendanaan kegiatan Percepatan Penururran Srunting di
Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah dan
tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita DaereLh Kabupaten
Toraja Utara.

Ditetapkan di Flantepao
1{ ASurtur 2oz1

A UTARA,

1. I

iT
,/,rP i.l
BASSiANG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 2,1 $u.d,.,2 o,nZ7

DAE
TO UTARA,

ANG
ERAH KABUPATEN TORAJA UTARATAHUN NOMOR
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR IO TAHUN 2023
TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

STRATEGI DAERAH PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
IJI I\..r.D \.,/ T/'I I DI\ I\JIIAUf1 U I fII(A

A. Target Antara Percepatan Penurunan Stunting

Sasaran lndikator Sasaran
Target

dan
Tahun

Pencapaian

Penanggung Jawab
Organisasi Perangkat Daerah/

Pihak Pendukung

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Lembang, Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anat
Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas
Ketahanan Pangan,, Dinas Sosial, Tim
Penggerak PKK Kabupaten, Perangkat
Daerah Bidang terkait, dan Pemangku
Kepentingan.

Tersedianya
layanan
Intervensi
Spesifik.

1 1 Persentase ibu hamil
Kurang Energi Kronik
(KEK) yang
mendapatkan
tambahan asupan gizi

"farget: 90 o/o

Tahun: 2024
Dinas Kesehatan
Kabupaten Toraja Utara

2. Persentase ibu hamil
yang mengkonsumsi
Tablet Tambah Darah
(TTD) minimal 90
tablet selama masa
kehamilan.

Target: 90 o/o

Ta}lun:2024
Dinas Kesehatan
Kabupaten Toraja Utara

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
kmbang, Tim Penggerak PKK
Kabupaten, Kantor Wilayah
Kementerian Agama, Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak Pengendalian Penduduk dan KB ,
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3. Persentase remaja
putri yang
mengonsumsi Tablet
Tambah Darah (TTD).

Dinas Kesehatan
Kabupaten Toraja Utara

Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Toeraja Utara, Dinas Pendidikan, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan
Lembang Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan KB,
Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan
Pemangku Kepentingan.

Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan
Pemangku Kepentingan.

Target: 90 7o

Tahun: 2024

Target: 55 7o

Tahun:2024
Dinas Kesehatan
Kabupaten Toraja Utara

4. Persentase bayi usia
kurang dari 6 bulan
mendapat Air Susu Ibu
(ASI) eksklusif.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten,
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Lembang, Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan KB,
Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan
Pemangku Kepentingan.

Target: 80 7o

Tahun'.2024
Dinas Kesehatan
Kabupaten Toraja Utara

5. Persentase anak usia
6-23 bulan yang
mendapat Makanan
Pendamping Air Susu
Ibu yang berkualitas
(MP-ASr).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
kmbang, Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan KB,
Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan
Pemangku Kepentingan.

Target: 9O o/o

Tahun:2024
Dinas Kesehatan
Kabupaten Toraja Utara

6. Persentase anak
berusia di bawah lima
tahun (balita) gtzi
buruk yang mendapat
pelayanan tata laksana
gizi buruk.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Lembang, Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan KB,
Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan
Pemangku Kepentingan.

,n



Target: 85 7o

Tahun'.2O24
Dinas Kesehatan
Kabupaten Toraja Utara

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Lembang, Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan KB
Kabupaten, Perangkat Daerah Bidang
Terkait, dan Pemangku Kepentingan.

8. Persentase anak
berusia di bawah lima
tahun (balita) gtzi
kurang yang mendapat
tambahan asupan gizi.

Target: QQ -9e

Tahun: 2024

9. Persentase anak
berusia di bawah lima
tahun (balita) yang
memperoleh imunisasi
dasar lengkap.

Tatget: 90 o/o

Tahun:2024
Dinas Kesehatan
Kabupaten Toraja Utara

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Lembang, Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan KB,
Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan
Pemangku Kepentingan.

2. Tersedianya
layanan
Intervensi
Sensitif.

1 Persentase pelayanan
Keluarga Berencana
(KB) pascapersalinan.

Target: 60.0/o

Tahuo'.2024
Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan
Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten
Toraja Utara

Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan
Lembang, Perangkat Daerah Bidang
Terkait, dan Pemangku Kepentingan.

2. Persentase kehamilan
yang tidak diinginkan.

Target: 50 7o

Tahun:2024
Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan
Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga

7. Persentase anak
berusia di bawah lima
tahun (balita) yang
dipantau
pertumbuhan dan
perkembangannya.

Dinas Kesehatan
Kabupaten Toraja Utara

Diiras Femberdayaan Masyarakat dan
Lembang, Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan KB,
Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan
Pemangku Kepentingan.

Dinas Kesehatan Kabupaten, Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Toraja
Utara, Perangkat Daerah Bidang Terkait,
dan Pemangku Kepentingan.
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Target: 8O 7o

Ta}run:2024

Target'. 89 o/o

Tahu,t2024
4. Persentase rumah

tangga yang
mendapatkan akses air
minum layak di daerah
lokasi prioritas.

Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
Kabupaten Toraja Utara

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman, dan Pertanahan, Dinas
Kesehatan, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Lembang, Perangkat
Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku
Kepentingan.

5. Persentase rumah
tangga yang
mendapatkan akses
sanitasi (air limbah
domestik) layak di
daerah lokasi prioritas.

Target'. 90 o/o

Tahun: 2024
Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
Kabupaten Toraja Utara

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman, dan Pertanahan, Dinas
Kesehatan, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Lembang, Pemerintah
Kabupaten, Perangkat Daerah Bidang
Terkait, dan Pemangku Kepentingan.

Target: 98 7o

"fahttn'.2024
Penerima

Iuran (PBI)
Kesehatan

6. Cakupan
Bantuan
Jaminan
Nasional.

Dinas Sosial Kabupaten
Toraja Utara

Dinas Kesehatan,
Bidang Terkait,
Kepentingan.

Perangkat Daerah
dan Pemangku

Target'. 70 o/o

Tahun: 2024
Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan

7. Cakupan keluarga
berisiko Stuntirq yang

Dinas Pemberdayaan
lembang Kabupaten,

Masyarakat dan
Dinas Kesehatan

3. Cakupan Calon
Pasangan Usia Subur
(PUS) yang
memperoleh
pemeriksaan
kesehatan sebagai
bagian dari pelayanan
nikah.

Berencana Kabupaten
Toraja Utara
Dinas Kesehatan
Kabupaten Toraja Utara

Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan KB, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan kmbang, Kantor
Kementerian Agama Kabupatpn fo14ja-
Utara, Perangkat Daerah Bidang Terkait,
dan Pemangku Kepentingan.
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Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten
Toraja Utara

Kabupaten, TP PKK, Perangkat Daerah
Bidang Terkait, dan Pemangku
Kepentingan

Dinas Sosial Kabupaten
Toraja Utara

Target: 12.564
Keluarga
miskin
Ta}run:2O24

Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah,
Dinas Kesehatan, Badan Pusat Statistik,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil, Perangkat Daerah Bidang Terkait,
dan Pemangku Kepentingan

8. Jumlah keluarga
miskin dan rentan
yang memperoleh
bantuan tunai
bersyarat.

Target'. 7 5 o/o

Tallun'.2O24
Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten
Toraja Utara

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Lembang, Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Toraja Utara, Badan
Perencanaan Pembangunan Penelitian
dan Pengemtrangan Daerah, Dinas
Pendidikan Kabupaten, Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak Pengendalian Penduduk dan KB,
Dinas Kesehatan, Perangkat Daerah
Bidang Terkait, dan Pemangku
Kepentingan.

9. Persentase target
sasaran yang memiliki
pemahaman yang baik
tentang Shmting di
lokasi prioritas.

Dinas Sosial Kabupaten
Toraja Utara

Target: 20.157
keluarga miskin
Tahurr:2024

Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah,
Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan
Pangan dan Perikanan, Perangkat
Daerah Bidang Terkait, Bagian
Kesejahteraan dan Pemangku
Kepentingan.

10. Jumlah keluarga
miskin dan rentan
yang menerima
bantuan sosial pangan
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memperoleh
pendampingan.



I 1. Persentase l,embang
/kelurahan stop
Buang Air Besar
Sembarangan (BABS)
at^t Open Dekcation
Free (ODF|

12. Persentase
penyelenggaraan PAUD
di tingkat
kmbang/kelurahan.

B. Uraian Pilar Strategi Daerah Percepatan Penurunan Stunting

Target: 1OO 7o

Tahwn: 2024
Dinas Kesehatan
Kabupaten Toraja Utara

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman, dan Pertanahan, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan
Lembang, Perangkat Daerah Bidang
Terkait, dan Pemangku Kepentingan.

Dinas Pendirlika-n
Kabupaten Toraja Utara

Target: 80.7o
Tahun:2024

Dinas Pemberdayaan l'iasyaiairai
kmbang, Perangkat Daerah Bidang
Terkait, dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan Keluaran (Output) Target dan
Tahun

Pencapaian

Penanggung
Jawab

Perangkat Daerah/
Pihak Pendukung

Pilar 1: Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Pemerintah Kabupaten, Pemerintah kecamatan, dan Pemerintah
lembang/kelurahan.

a Meningkatkan
komitmen
percepatan
penurunan
Stunting.

Terselenggaranya
rapat koordinasi
tahunan yang
dihadiri oleh
Perangkat Daerah
dan Pemangku
Kepentingan

I Target: minimal I (satu)
kali setiap tahun
Tahun:2024

Badan Perencanaan
Pembangunan
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah Kabupaten
Tora-ja Utara

Tim Percepatan Penurunan
Shnting, Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan KB,
Dinas Kesehatan, Perangkat
Daerah dan pemangku
kepentingan yang merupakan
tim koordinasi stunting
Kabupaten

2. Terselenggaranya
rapat koordinasi
ditingkat kabupaten.

Target: minimal
(empat) kali
tahun
Ta}run:2O24

4
setiap

Badan Perencanaan
Pembangunan
Penelitian dan
Pengembangan

Badan
Pembangunan
Pengembangan
Pemberdayaan

Perencanaan
Penelitian dan
Daerah, Dinas

Perempuan
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Daerah

Dinas Pemberdayaan
Perempuan
Perlindungan Anak
Pengendalian
Penduduk dan KB
Kabupaten Toraja
Utara

5. Tersedianya bidan
lembang / kelurahan
sesuai kebutuhan.

Target: minimal 1 (satu)
kali di masing-masing
Kecamatan
(21 Kecamatan)
Ta}run'.2024

Tim Percepatan
Penurunan Stunting
Kabupaten Toraja
Utara

3. Terselenggaranya
rembug StuntirLg
tingkat kecamatan.

Badan Perencanaan
Pembangunan Penelidan dal
Pengembangan Daerah, Dinas
Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan KB,
Dinas Kesehatan, Dinas
Pemberdayaan Masyaralat dan
Lembang, Perangkat Daerah
bidang terkait dan Pemangku
Kepentingan

Target:seluruh l,embang
Tahun'.2024

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
l,embang Kabupaten
Toraja Utara

Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah, Dinas
Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan KB, Dinas
Kesehatan, Perangkat Daerah
bidang terkait, Bagian Hukum
Sekretariat Daerah dan
Pemangku Kepentingan.

Target: 100 7o
Tahun:2024

Dinas Kesehatan
Kabupaten Toraja
Utara

Lembang/Kelurahan, Badan
Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia,
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4. Tersedianya
kebijakan/peraturan
bupati tentang
kewenangan lembang
dalam penurunan
Stunting.

Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan KB, Dinas
Kesehatan, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan lrmbang Tim
Percepatan Penurunan Stunting
dan Mitra Kerja, Perangkat
Daerah bidang terkait dan
Pernanqkrt Kenentinoan
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Perangkat
Terkait,

Daerah
dan

Bidang
Pemangku

6. Jumlah lembang/
kelurahan tidak
bermasalah gizi dan
Stunting

b. Meningkatkan
kapasitas
Pemerintah
lembang/
kelurahan.

Dinas Kesehatan, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten, Dinas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Lembang,, Dinas
Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarqa
Berencana, Perangkat Daerah
Bidang Terkait, dan Pemangku
Kepentingan

Dinas Kesehatan
Kabupaten Toraja
Utara

Target:
-Stunting : 14 7o
-Wasting:77o
Tahun:2024

Target: 7 5 o/o

Tahun:2024
Badan Keuangan dan
Aset Daerah
Kabupaten Toraja
Utara

7. Persentase
Peningkatan alokasi
€rnggaran
pendapatan dan
belanja daerah untuk
Percepatan
Penurunan *untirq
di Da.erah

Badan Perencanaan Penelitian
dan Pengembangan Daerah, Tim
Anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD), Perangkat Daerah
Bidang Terkait, dan Pemangku
Kepentingan.

Target:
L,embang
Kelurahan
Ta}:un:2024

seluruh
dan

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
kmbang Kabupaten
Tora-ja Utara

Jumlah pemerintah
lembang yang
mendapatkan
peningkatan
kapasitas dalam
penanganan
Percepatan
Penurunan Sfimting.

I Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitan dan
Pengembangan Daerah, Dinas
Kesehatan , Dinas
Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana, Perangkat Daerah
Bidang Terkait, dan Pemangku
Kepentingan

Target: 32 pendamping
PKH
Ta}lun'.2024

Dinas Sosial
Kabupaten Toraja
Utara

2. Jumlah pendamping
Program Keluarga
Harapan (PKH) yang
terlatih modul Pem arakat dan
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kesehatan dan g1zi. Lembang, Perangkat Daerah
bidang terkait dan Pemangku
Kepentingan

3. Persentase
lembang/kelurahan
yang kader
pembangunan
rnanusian5ia
mendapatkan
pembinaan dari
Pemerintah Daerah

Target: IOO o/o

Tahun:2024

Pilar 2: Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat

a. Melaksanakan
kampanye dan
komunikasi
perubahan
perilaku yang
berkelanjutan

1 Terlaksananya
kampanye tingkat
Kabupaten
pencegahan
Sturting

Target: 3 kanal/metode
Tahun: setiap tahun

Dinas Komunikasi
Inormatika Statistik
dan Persandian

Dinas Kesehatan, Dinas
Komunikasi, Informasi, Statistik.
Dan Persandian Kabupaten,
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten,
Perangkat Daerah Bidang
Terkait, dan Pemangku
Kepentingan.

2. Persentase keluarga
yang stop Buang Air
Besar Sembaruurgan
(BABS).

Target: 100 7o
Tahun:2024

Dinas Kesehatan
Kabupaten Toraja
Utara

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang, Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman, dan
Pertanahan, Dinas Kesehatan,
Perangkat Daerah Bidang
Terkait, dan Pemangku
Kepentingan.

3. Persentase keluarga
yang melaksanakan

Target: 100 7o
Tahun:2024

Dinas Kesehatan
Kabupaten Toraja

Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Lembang Kabupaten
Toraja Utara

Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah, Dinas
Kesehatarr, Dinas Pe:nbcrdayaai r

Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Perangkat
Daerah bidang terkait dan
Peman n
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2

Perilaku
Bersih
(PHBS).

Hidup
dan Sehat

Persentase
lembang/kelurahan
yang memiliki guru
Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD)
terlatih pengasuhan
stimulasi
penanganan
Stunting sebagai
hasil
dan

Pendidikan
latihan di

Target:100.7o
Tahun:2024

Utara Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Perangkat
Daerah Bidang Terkait, dan
Pemangku Kepentingan.

Target: 82 o/o

Tahun:2024
Dinas Kesehatan
Kabupaten Toraja
Utara

Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten,
Perangkat Daerah Bidang
Terkait, dan Pemangku
Kepentingan.

b. Melakukan
penguatan
kapasitas
institusi dalam
komunikasi
perubahan
perilaku untuk
penurunan
Shnting

1 Jumlah tenaga
pelatih berjenjang
tingkat dasar serta
kelembagaan dan
pelatihan
pengasuhan
stimulasi
penanganan
Stunting bagi guru
Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD).

Target: 200 tenaga
Ta.h:un:2024

Dinas Pendidikan
Kabupaten Tora-ja
Utara

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia, Perangkat Daerah
Bidang Terkait, dan Pemangku
Kepentingan.

Dinas Pendidikan
Kabupaten Toraja
Utara

Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Lembang, Perangkat Daerah
Bidang Terkait, dan Pemangku
Kepentingan.
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4. Persentase anak
berusia di bawah
lima tahun yang
memperoleh
imunisasi dasar
lengkap. I



3. Persentase Lembaga
Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD)
yang
mengembangkan
Pendidikan Anak
Usia Dini Holistik
Integratif (PAUD-
HI).

Target: 50 7o
Tahun:2024

Dinas Pendidikan
Kabupaten Toraja
Utara

Dinas Pendidikan Kabupaten,
Pemerintah Kabupaten,
Perangkat Daerah Bidang
Terkait, dan Pemangku
Kepentingan.

4. Terpenuhinya
standar pelayanan
pemantauan
tumbuh kembang di
posyandu

Target: 85 7o
Tahlun:2024

Dinas Kesehatan
Kabupaten Toraja
Utara

Dinas Kesehatan, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan
Lembang, Perangkat Daerah
Bidang Terkait, dan Pemangku
Kepeqtingan.

5. Persentase
lembang/ kelurahan
yang melaksanakan
kelas Bina Keluarga
Balita (BKB) tentang
pengasuhan 10OO
Hari Pertama
Kehidupan (HPK).

Target: 40 "/o
Tahun'.2024

Dinas Pemberdayaan
Perempuan
Perlindungan Anak
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana
Kabupaten Toraja
Utara

Dinas Kesehatan, Perangkat
Daerah Bidang Terkait, dan
Pemangku Kepentingan.

Dinas Kesehatan, Perangkat
Daerah Bidang Terkait, dan
Pemangku Kepentingan.

daerah

6. Persentase
kelompok Keluarga
Penerima Manfaat
(KPM) Program
Keluarga Harapan
(PKH) yang
mengikuti
Pertemuan
Peningkatan

Target: 85 7o
Tahun:2024

Dinas Sosial
Kabupaten Toraja
Utara

Kemam uan
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Keluarga (P2K2l
dengan modul
kesehatan dan

7. Persentase Pusat
Informasi dan
Konseling (PIK)
Remaja dan Bina
Keluarga Remaja
(BKR) yang
melaksanakan
edukasi kesehatan
reproduksi dan gizi
bagi remaja.

Target: 80 7o
Tahun: 2024

Dinas Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
Pengendalian
D--n".l"L .l^-
Keluarga Berencana
Kabupaten Toraja
Utara

Dinas Kesehatan, Perangkat
Daerah Bidang Terkait, dan
Pemangku Kepentingan.

c. Melakukan
penguatan
peran organisasi
keagamaan
dalam
komunikasi
perubahan
perilaku untuk
penurunan
Stunting

Terlaksananya
forum komunikasi
perubahan perilaku
dalam penurunan
Stunting lintas
agama.

1 Target: minimal 4
(empat) kali setiap tahun
Tahun: setiap tahun

Kantor Kementerian
Agama Kabupaten
Toraja Utara

Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Toraja Utara,
Perangkat Daerah Bidang
Terkait, dan Pemangku
Kepentingan.

2. Jumlah pasangan
calon pengantin
yang mendapatkan
bimbingan
perkawinan dengan
materi pencegahan
Sfintirw

Target: 2OO pasangan
calon pengantin
Tahun:.2O24

Kantor Kementerian
Agama Kabupaten
Toraja Utara

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, Perangkat
Daerah Bidang Terkait, dan
Pemangku Kepentingan.

Pilar 3: Peningkatan konvergensi Intervensi Spesilik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan,
Pemerintah Lembang/ kelurahan.

a. Melaksanakan
konvergensi
dalam
perencanaaIr

1 Jumlah
lembang/kelurahan
yang
mengintegrasikan

Target: seluruh
lembang/ kelurahan
Tahun:2024

Badan Perencanaan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah

Badan Keuangan dan Aset
Daerah, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Lembang,Tim
Angqaran Pemerintah Daerah
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dan
penganggaran,
serta
pelaksanaan
kegiatan untuk
meningkatkan
jenis, cakupan,
dan kualitas
intervensi gizi di
tingkat
Kabupaten,
Kecamatan dan
Lembang/
kelurahan.

program dan
kegiatan Percepatan
penurunan Stuntirq
dalam dokumen
perencanaan dan
penganggaran
daerah (Rencana
Pembangunan
Jangka Panjang
Daerah, Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah
Daerah, Rencana
Aksi Daerah Pangan
dan Gizi, Rencana
Keda Pemerintah
Daerah, serta
Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Daerah dan
Rencana Keda dan
An Daerah

(TAPD), Perangkat Daerah
Bidang Terkait, dan Pemangku
Kepentingan.

(BAPPELITBANGDA)
Kabupaten Toraja
Utara

Target: IOO .o/o

Tahun:2O24
2. Persentase

lembang/kelurahan
yang melaksanakan
aksi konvergensi
Percepatan

nurunan

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Lembang Kabupaten
Toraja Utara

Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan kmbang, Tim Percepatan
Penurunan Stunting (TPPS),
Perangkat Daerah Bidang
Terkait, dan Pemangku

tin
Target: 100 7o
Tahun:-2024

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Lembang Kabupaten
Toraja Utara

3. Persentase
lembang/kelurahan
yang
mengintegrasikan

danro

Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah, Tim
Anggaran Pemerintah Daerah
TAPD Per t Daerah Bidan
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kegiatan Percepatan
penurunan Shtnting
dalam dokumen
perencanaan dan
penganggaran
lembang/kelurahan
(Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah
Daerah, Rencana
Ke{a Pemerintah
lembang/kelurahan,
serta Anggaran
Pendapatan dan
Belanja
lembang/kelurahan
dan Rencana Kery'a
dan Anggaran
lembang/kelurahan).

4. Persentase
lembang/kelurahan
yang meningkatkan
alokasi dana
lembang/kelurahan
untuk Intervensi
Spesifik dan
Intervensi Sensitif
dalam penurunan
Shmting

Target: 100 7o
Tahun:2024

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
kmbang Kabupaten
Tor4ia Utara

Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah,
Perangkat Daerah Bidang
Terkait, dan Pemangku
Kepentingan

5. Persentase
lembang/kelurahan
yarrg melakukan
konvergensi

Target: 100 %o

Tahun:2024
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
kmbang Kabupaten
Toraja Utara

Lembang, Lurah, Tim Percepatan
Penurunan Stunting (TPPS)
tingkat kmbang/Kelurahan,
Perangkat Daerah Bidang

Terkait,
Kepentingan

dan Pemangku
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Percepatan
penurunan StuntirLg

Terkait, Kader Pembangunan
Manusia (KPM), Tim Pendamping
Keluarga (TPK) dan Pemangku
Kepentingan

6. Persentase
lembang/kelurahan
yang melaksanakan
Sanita,si Tc+.al
Berbasis Masyarakat.

Target: 100 7"
Tahun: 2024

Dinas Kesehatan
Kabupaten Tora-la
Utara

Dinas Perumahan kawasan
Pemukiman Lingkungan Hidup
dan Pertanahan, Perangkat
Daerah Bidang Terkait, dan
Pemangku Kepentingan

7. Persentase calon
pengantin/calon ibu
yang menerima
Tablet Tambah
Darah (TTD).

Target: 7 5 o/o

Tahun:2024
Dinas Kesehatan
Kabupaten Toraja
Utara

Kantor Kementerian Agama
Kabupaten, Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Perangkat
Daerah Bidang Terkait,
Lembang, Lurah, Puskesmas,
Tim Pendamping Keluarga (TPK)
dan Pemangku Kepentingan

8. Persentase ibu hamil
yang Kurang Energi
Kronik (KEK) yang
menerima tambahan
asupan gizi.

Target'. 90 o/o

Ta}r:un'.2024
Dinas Kesehatan
Kabupaten Torqja
Utara

Perangkat Daerah Bidang
Terkait, Puskesmas, Kader
Pembangunan Manusia (KPM),
Tim Pendamping Keluarga (TPK)
dan Pemangku Kepentingan

9. Persentase ibu hamil
yang mengonsumsi
Tablet Tambah
Darah (TTD) minimal
90 tablet selama
masa kehamilan.

Target: 9O oh

Tahun'.2024
Dinas Kesehatan
Kabupaten Toraja
Utara

Perangkat Daerah Bidang
Terkait, Puskesmas Tim
Pendamping Keluarga (TPK), dan
Pemangku Kepentingan

10. Persentase bayi usia
kurang dari 6 bulan
mendapat Air Susu

Target: 55 7"
Tahun:2O24

Dinas Kesehatan
Kabupaten Toraja
Utara

Perangkat
Terkait,
Pendam

Daerah Bidang
Puskesmas, Tim
Kelu TPK , dan
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lbu (ASI) eksklusif. Pemangku Kepentingan
11. Persentase anak usia

6-23 bulan yang
mendapat Makanan
Pendamping Air
Susu Ibu (MP-ASI)

Target: 80 7o
Ta}lun'.2024

12. Persentase anak
berusia di bawah
lima tahun (balita)
giri buruk yang
mendapat pelayanan
tata laksana gtzi,

buruk.

Target'. 90 o/"

Tahun:2024
Dinas Kesehatan
Kabupaten Toraja
Utara

Perangkat Daerah Bidang
Terkait, Puskesmas, Tim
Pendamping Keluarga (TPK), dan
Pemangku Kepentingan

13. Persentase anak
berusia di bawah
lima tahun (balita)
gzi kurang yang
mendapat tambahan
asupan gizi.

Target: 90 o/o

Ta}run: 2024
Dinas Kesehatan
Kabupaten Toraja
Utara

Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan l,embang , Perangkat Daerah
Bidang Terkait, Puskesmas, Tim
Pendamping Keluarga (TPK) dan
Pemangku Kepentingan

14. Persentase
Lembang/
Keluarahan yang
mendapatkan
fasilitasi sebagai
daerah ramah
perempuan dan
layak anak dalam
Percepatan
Penurunan Stunting

Target'. 6O o/o

Tahun:2O24
Dinas Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana
Kabupaten Toraja
Utara

Dinas Kesehatan, Dinas
Pendidikan, Perangkat Daerah
Bidang Terkait, dan Pemangku
Kepentingan.

b. Melaksanakan 1. Cakupan Target: 7 5 o/o Dinas Pemberdayaan Dinas Kesehatan, Kader

Dinas Kesehatan
Kabupaten Toraja
Utara

Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan lembang, Perangkat Daerah
Bidang Terkait, Puskesmas,
Kader Pembangunan Manusia
(KPM), Tim Pendamping Keluarga
(TPK), dan Pemangku
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Perempuan,
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana
Kabupaten Toraja
Utara

pendampingan
keluarga berisiko
Shnting

Pembangunan Manusia (KPM),
Tim Pendamping Keluarga (TPK),
Perangkat Daerah Bidang
Terkait, dan Pemangku
Kepentingan.

2. Cakupan
Pasangan
Subur (PUS)
menerima
pendampingan
kesehatan
reproduksi dan
edukasi gizi sejak 3
bulan ikah

calon
Usia
yang

Targef:. 7 5.o/o

Tahun:2024

Target: 90 oh

Ta}:un:2024
3. Persentase remaja

putri yang menerima
layanan pemeriksaan
status anemia

aem bin

Dinas Kesehatan
Kabupaten Torqia
Utara

Perangkat Daerah Bidang
Terkait, Puskesmas, Tim
Pendamping Keluarga (TPK) dan
Pemangku Kepentingan

Target: minimal I (satu)
kali setiap Tahun
Tahun: setiap tahun

Dinas Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana
Kabupaten Toraja
Utara

Perangkat Daerah Bidang
Terkait, Lurah, lembang, Tim
Verivikasi Data Keluarga Berisiko
Stunting dan Pemangku
Kepentingan.

Dinas Kesehatan
Kabupaten Toraja
Utara

5. Persentase di Daerah
dengan Age Specific
fertilitg RatelASFR
15-19 alin sedikit

Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan

Berencana DinasKelu

konvergensi
dalam upaya
kehidupan
berkeluarga

Tahun:2024

Target: 80.7o
Ta}:un'.2O24

Dinas Pemberdavaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana
Kabupaten Toraja
Utara

Drnas Kesehatan, Perangkat
Daerah Bidang Terkait, Lurah,
Kepala kmbang, Puskesmas Tim
Pendamping Keluarga (TPK),
Pengurus Rumah Gizi, Pengurus
Dapur Sehat Atasi Stunting
(DASHAT) dan Pemangku
Kepentingan.
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4. Tersedianya data
hasil surveilans
keluarga berisiko
Stunting
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18 per 1.000. Kependudukan dan Pencatatan
Sipil, Badan Pusat Statistik,
Perangkat Daerah Bidang
Terkait, dan Pemangku
Kepentingan

Dinas Pemberdayaan
Perempuan,
rr^-t.i-L,-^^- A-^l-I L r urru urrSar r ^rrar\,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana
Kabupaten Toraja
Utara

Dinas Kesehatan, Puskesmas,
Perangkat Daerah Bidang
Terkait, ikatan Fenyuiuh
Keluarga Berencana dan
Pemangku Kepentingan

7. Persentase unmet
need pelayanan
keluarga berencana.

Target: 60 %o

Tal:un:2O24
Dinas Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana
Kabupaten Toraja
Utara

Dinas Kesehatan, Perangkat
Daerah Bidang Terkait, Ikatan
Penyuluh Keluarga Berencana
dan Pemangku Kepentingan

Pilar 4: Peningkatan ketahanan pangan dan g;rzi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat
a. Memenuhi

kebutuhan
pangan dan gSzi

individu,
keluarga, dan
masyarakat
termasuk dalam
keadaan
bencana.

1 Persentase keluarga
berisiko Shtnting yang
mendapatkan manfaat
sumber daya
pekarangan untuk
peningkatan asupan
cizi.

Target: 50 7o
"taleun: 2024

Dinas Ketahanan
Pangan dan
Perikanan Kabupaten
Toraja Utara

Dinas Pertanian, Perangkat
Daerah Bidang Terkait, dan
Pemangku Kepentingan

2. Persentase keluarga
beresiko Stunting yang
mendapatkan promosi

Dinas Ketahanan
Pangan dan
Perikanan Kabupaten

Dinas Kesehatan, Perangkat
Daerah Bidang Terkait, dan
Pemangku Kepentingan

6. Persentase
pelayanan Keluarga
Rerencana r.ra G.a

melahirkan.
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Target'. 7O oh

Ta]:un:2024

I

Target: 60.o/o
Tahun:2024



peningkatan
konsumsi ikan dalam
ne en

Target: 95 7o
Talrun:2024

3. Persentase Keluarga
Penerima Manfaat
(KPM) dengan ibu
hamil, ibu menyusui,
dan anak berusia di
bawah dua tahun
(baduta) yang
menerima variasi
bantuan pangan
selain beras dan telur
(karbohidrat, protein
hewani, protein
nabati, vitamin dan
mineral, dan/at-au
Makanan Pendamping
Air Susu Ibu/MP-ASI).

Dinas Kesehatan, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan
Lembang, Perangkat Daerah
Bidang Terkait, Kader
Pembangunan Manusia (KPM).
Tim Pendamping Keluarga (TPK)
dan Pemangku Kepentingan.

Target: 85 %o

Ta}rlun:2O24
Dinas Sosial
Kabupaten Toraja
Utara

4. Cakupan Pasangan
Usia Subur (PUS)
dengan status miskin
dan penyandang
masalah
kesejahteraan sosial
yang menerima
bantuan tunai
bersyarat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
(DP3AP2KB), Dinas Kesehatan,
Perangkat Daerah Bidang
Terkait, Bagran Kesejahteraan
Ralyat Sekretariat Daerah dan
Jqlalgku Kepentingan.

Target: 96 o/o

Tahun:2O24
Dinas Sosial
Kabupaten Toraja
Utara

Dinas Kesehatan, Dinas
Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan

tKeluar Berencana
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Toraja Utara

Dinas Sosial
kabupaten Tor4ja
Utara

5. Cakupan Pasangan
Usia Subur (PUS)
dengan status miskin
dan penyandang
masalah



kesejahteraan sosial
yang menerima
bantuan pangan
nontunai.

6. Cakupan Pasangan
Usia Subur (PUS) fakir
miskin dan orang
tidak mampu yang
menjadi Penerima
Bantuan Iuran (PBI)
Jaminan Kesehatan.

Daerah Bidang
Kesejahteraan
Kepentingan.

Terkait, Bagian
dan Pemangku

Target'. 80 o/o

Tahun'.2024
Dinas Kesehatan
Kabupaten Toraja
Utara

Dinas Sosial, Perangkat Daerah
Bidang Terkait, Bagian
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah dan Peiiiarrgku
Kepentingan.

Target: 60.o/o
Tahun:2O24

Dinas Ketahanan
Pangan dan
Perikanan Kabupaten
Toraja Utara dan
Badan Pengawas
Obat dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan
Makanan, Dinas Perindustrian
Perdagangan Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah,
Perangkat Daerah Bidang
Terkait, dan Pemangku
Kepentingan.

Persentase pengawasan
produk pangan fortifikasi
yang ditindaklanjuti oleh
pelaku usaha.

b. meningkatkan
kualitas
fortifikasi
pangan

Pilar 5: Penguatan dan mban sistem data, informasi riset dan inovasi
Target: 100 %"

Tal:.un:2024
Tim Percepatan
Penurunan Stunting
Kabupaten Toraja
Utara

Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah, Dinas
Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana, Kecamatan dan
Pemangku Kepentingan.

Persentase
Pemerintah
Kecamatan
memiliki
baik
konvergensi
Percepatan
penurunan
Sfitnting.

1

yang
kinerja
dalam

a. melakukan
penguatan sistem
Pemantauan dan
Evaluasi terpadu
Percepatan
penurunan
Stuntirq.

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
l,embang Kabupaten
Toraja Utara

Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah, Tim
Percepatan Penurunan Stunting,

2. Persentase
Pemerintah
lembang/kelurahan
yang memiliki
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Target: 100 7o
Talaun:2024
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Perangkat Daerah Bidang
Terkait, kmbang, Lurah dan
Pemangku Kepentingan.

Dinas Kesehatan
Kabupaten Toraja
Ur-ara

Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan
Pengembairgair Daerah, Dinas
Komunikasi Informatika Statistik
dan Persandian, Perangkat
Daerah Bidang Terkait, dan
Pemangku Kepentingan.

4. Terselenggaranya
Pemantauan dan
Evaluasi Strategi
daerah Percepatan
penurunan
Shtnting.

Target:
(satu)
tahun
Tahun: setiap tahun

minimal 1

kali setiap
Badan Perencanaal
Dinas Pemberdayaan
Perempuan
Pelindunggan Anak
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana
Kabupaten Torqja
Utara

Dinas Kesehatan, Dinas
Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana, Perangkat Daerah
Bidang Terkait, Puskesmas dan
Pemangku Kepentingan.

5. Terselenggaranya
Pemantauan dan
Evaluasi Strategi
daerah Percepatan
penurunan Shtnting
di Pemerintah
Daerah

Target: minimal 1

(satu) kali setiap tahun
Tahun: setiap tahun

Dinas Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana
Kabupaten Toraja
Utara

Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah,
Perangkat Daerah Bidang
Terkait, dan Pemangku
Kepentingan.

Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Dinas
Kesehatan,Perangkat Daerah

kinerja baik dalam
konvergensi
Percepatan
penurunan
Shmti

3. Publikasi data
Shmting tingkat
kabupaten.

Target: 2 (dua) kali
publikasi setiap tahun
Tahun' setla.p tahun

6. Terselenggaranya
Pemantauan dan
Evaluasi Strategi

Target: minimal I
(satu) kali setiap tahun
Tahun: setiap tahun

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Lembang Kabupaten

daerah Perce tan To a Utara
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penurun€rn Shtnting
di Pemerintah
lemban kelurahan

7. Terselenggaranya
audit anak berusia
di bawah dua tahun
(baduta) Stunting.

Target: 80.7o
Tahurl2024

Dinas Kesehatan
Kabupaten Toraja
Utara

b. Meningkatkan
sistem data dan
informasi terpadu.

1 Tersedianya sistem
dana transfer ke
daerah dan dana
lembang/kelurahan
yang mendukung
Percepatan
penurunan Sfunting
secara terintegrasi.

Target: 1 (satu) kati
setiap tahun
Tahun: setiap tahun

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten
Tora-ja Utara

Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Lembang, Badan
Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan
Daerah, Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Dinas
Kesehatan, Perangkat Daerah
Bidang Terkait, dan Pemangku
Kepentingan.

2. Tersedianya sistem
data dan informasi
terpadu untuk
Percepatan
penurunan shnting
di tingkat provinsi.

Target: 1 (satu) kali
setiap tahun
Tahun: setiap tahun

Dinas Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana
Kabupaten Toraja
Utara

Dinas Kesehatan, Badan
Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan Daerah, Dinas
Komunikasi Informasi Statistik
dan Persandian, Perangkat
Daerah Bidang Terkait, dan
Pemangku Kepentingan.

Bidang Terkait, dan Pemangku
Kepentingan.

Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah, Dinas
Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana, Pusat Kesehatan
Masyarakat (Puskesmas)
Perangkat Daerah Bidang
Terkait, dan Pemangku
K
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3. Tersedianya data
keluarga risiko
Shntirry yang
termutakhikan
melalui Sistem
Informasi Keluarga
(srGA)

4 Tersedianya sistem
skrining dan
konseling calon
Pasangan Usia
Subur (PUS) siap
nikah.

Target: I kali setiap
tahun
Tahun: setiap tahun

5. Persentase
kabupaten yang
mengimplementasik
an sistem data
surveilans gizi
elektronik dalam
Pemantauan
intervensi gizi
untuk penurunan
Stunting.

Target: 10O 7o

Tahun: 2023
Dinas Kesehatan
Kabupaten Toraja
Utara

Perangkat Daerah Bidang
Terkait, Pusat Kesehatan
Masyarakat (Puskesmas), Tenaga
Gizi, dan Pemangku
Kepentingan

c. Melakukan
penguatan riset
dan inovasi serta
pengembangan
pemanfaatan hasil
riset dan inovasi.

Persentase kabupaten
yang menerima
pendampingan
Percepatan penurunan
Stunting melalui Tri
Dharma perguruan
tinggi.

Target:50.7o
Tahun:2024

Dinas Pendidikan
Kabupaten Toraja
Utara

Target: 1 (satu) kali
setiap tahun
Tahun: setiap tahun

Dinas Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana
Kabupaten Toraja
Utara
Dinas Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana
Kabupaten Toraja
Utara

Dinas Kesehatan, Ikatan
Penyuluh Keluarga Berencana,
Perangkat Daerah Bidang
Terkait, dan Pemangku
Kepentingan

Kantor Kementrian Agama
Kabupaten Toraja Utara, Dinas
Kesehatan Kabupaten, Dinas,
Perangkat Daerah Bidang
Terkait, Tim Pendamping
Keluarga (TPK) dan Pemangku
Kepentingan.

Perguruan Tinggi, Perangkat
Daerah Bidang Terkait, dan
Pemangku Kepentingan.
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d. Mengembangkan
sistem pengelolaan
pengetahuan

Badan Keuangan dan
Aset Daerah
Kabupaten Toraja
Utara

rJP

Badan Per4n46-n4-4n
Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan
lembang, Perangkat Daerah
Bidang Terkait, dan Pemangku

tin

RAJ UTARA,

BASSANG

-l

Target: 1 (satu) kali
setiap tahun
Tahun: setiap tahun

Tim Percepatan
Penurunan Stunting
Kabupaten Toraja
Utara

Tersusunnya
platform berbagai
pengetahuan untuk
Percepatan
penurunan
Stunting.

1 Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah, Dinas
Pendidikan Kabupaten,
Perguruan Tinggr, Perangkat
Daerah Bidang Terkait, dan
Pemangku Kepentingan.

Target: 1 (satu) kali
setiap tahun
Tahun: setiap tahun

2. Tersusunnya kqiian
anggararl dan
belanja pemerintah
untuk Percepatan
Penurunan
Stunting.
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